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KATA PENGANTAR

Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable
Palm Oil/ISPO) telah ditetapkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 44 Tahun 2020 dan teknis
penyelenggaraan sertifikasi ISPO diatur dalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun
2020.

Penetapan regulasi sertifikasi ISPO ini diharapkan dapat
meningkatkan keberterimaan dan daya saing minyak kelapa sawit
Indonesia di pasar global, serta meningkatkan pengelolaan
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Perkebunan berkomitmen untuk terus melakukan
pembinaan dan pendampingan kepada pekebun agar dapat
memenuhi standar ISPO hingga siap disertifikasi. Buku Pedoman
Pembinaan dan Pendampingan Sertifikasi ISPO ini disusun sebagai
acuan bagi petugas pembina pusat dan daerah, pendamping
kelembagaan pekebun, serta seluruh pemangku kepentingan terkait
dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pekebun untuk
mendukung percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO pada
perkebunan sawit rakyat (ISPO Pekebun).

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi
dalam penyusunan Pedoman ini, semoga bermanfaat bagi semua
pihak terkait.

Jakarta, Maret 2025

PIt. Direktur Jenderal Perkebunan

/
AVA o

Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc






. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Luas tutupan perkebunan sawit di Indonesia berdasarkan Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019 adalah 16,38 juta hektar.
Pengelolaan perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh perkebunan besar
(negara dan swasta) sekitar 58% atau seluas 9,44 juta hektar,
sedangkan perkebunan rakyat sebesar 42% atau seluas 6,94 juta
hektar.

Pemerintah telah menetapkan bahwa pengelolaan perkebunan kelapa
sawit baik dilakukan oleh perusahaan maupun pekebun kelapa sawit
harus dilakukan secara berkelanjutan. Sertifikasi perkebunan kelapa
sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO berlaku
wajib bagi pekebun pada tahun 2025 (sesuai Peraturan Menteri
Pertanian No 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia).

Sertifikasi ISPO pekebun masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh
berbagai hal mulai dari kurangnya kemampuan pembiayaan,
pengetahuan/informasi tentang ISPO, ketidakmampuan dalam
penyiapan/pemenuhan persyaratan dan lain-lain. Untuk mendukung
percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO perkebunan sawit rakyat,
maka perlu disusun pedoman untuk pendampingan kelembagaan
pekebun.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pedoman ini secara umum adalah sebagai acuan bagi
petugas pembina pusat dan daerah, pendamping kelembagaan
pekebun, dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melakukan
pembinaan dan pendampingan dalam upaya mendukung percepatan
pelaksanaan sertifikasi ISPO perkebunan sawit rakyat.

Tujuan khusus dari pedoman ini adalah:

a. Memberikan panduan kepada petugas dinas yang membidangi
perkebunan untuk mengidentifikasi kelembagaan pekebun yang
ada di wilayahnya,;

b. Memberikan panduan kepada pelaku usaha dan pendamping



pekebun dalam rangka pembentukan kelembagaan untuk sertifikasi
ISPO;

Meningkatkan kapasitas pekebun dalam penguatan kelembagaan,
pengelolaankebun, dan perencanaan pengembangan usaha;
Membangun kesiapan kelembagaan pekebun dalam sertifikasi
ISPO.

1.3. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1.

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian
Sustainable Palm Oil/ISPO) yang selanjutnya disebut ISPO adalah
sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak
sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Pekebun kelapa sawit yang selanjutnya disebut pekebun adalah

perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha
perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala
tertentu.

Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian
terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan
pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola
perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

Kelembagaan pekebun adalah lembaga yang
ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pekebun guna
memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.

Petugas pembina adalah petugas dari instansi yang mempunyai
tugas dan fungsi melakukan pembinaan di bidang perkebunan di
tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Pendamping adalah orang yang melakukan koordinasi, bimbingan,
konsultasi dan advokasi kepada pengurus dan/atau anggota
kelembagaan pekebun dalam persiapan dan proses sertifikasi ISPO
Pekebun. Pendamping dapat berasal dari instansi pemerintah di
bidang perkebunan, penyuluh pertanian, perusahaan dan
organisasi non pemerintah yang membantu program pemerintah.



7. Lembaga Pelatihan ISPO adalah lembaga penyelenggara pelatihan
ISPO yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan,

Kementerian Pertanian.
8. Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut dengan LS ISPO

adalah lembaga independen yang melakukan penilaian kesesuaian
terhadap standar ISPO oleh pekebun.

W







[I. PENGUMPULAN DAN IDENTIFIKASI DATA
KELEMBAGAAN PEKEBUN (PENILAIAN KESENJANGAN)

Sebelum melakukan pendampingan sertifikasi ISPO pada pekebun, hal
yang paling penting dilakukan pertama kali adalah melakukan penilaian
kesenjangan, untuk melihat kondisi pekebun dan kelembagaan
pekebun. Penilaian kesenjangan ini menjadi alat ukur untuk melihat dan
menemukan apa saja yang perlu dilakukan guna mempersiapkan
pekebun menuju sertifikasi ISPO. Penilaian kesenjangan dilakukan
dengan cara mengumpulkan data dan mengidentifikasi data
kelembagaan pekebun. Dalam melakukan penilaian alat ukur/standar
yang digunakan adalah standar Sertifikasi ISPO untuk Pekebun.

Sertifikasi ISPO pekebun dilakukan pada kelembagaan pekebun.
Bentuk  kelembagaan pekebun  dapat berupa  kelompok
pekebun/kelompok tani, gabungan kelompok pekebun/gabungan
kelompok tani/gapoktan, Badan Usaha Milik Desa, koperasi, atau
kelembagaan ekonomi pekebun yang sesuai peraturan perundang-
undangan. Petugas pembina dan pendamping harus melakukan
pengumpulan data dan identifikasi kelembagaan pekebun yang ada di
wilayahnya. Pengumpulan dan identifikasi data kelembagaan dilakukan
dengan cara turun ke lapangan. Data yang harus dikumpulkan dan
diidentifikasi antara lain : nama dan alamat kelembagaan, luas lahan
dan jenis kepemilikan lahan anggota kelembagaan, data pengurus dan
keaktifan pengurus kelembagaan, legalitas kelembagaan, kegiatan
usaha vyang dilakukan, administrasi/pembukuan atas Kkegiatan
kelembagaan, dan dukungan pemerintah desa.

Hasil identifikasi tersebut kemudian dijadikan dasar pengambilan
keputusan pemilihan kelembagaan untuk diperkuat atau dikembangkan
menjadi kelembagaan pekebun bersertifikat ISPO. Namun demikian,
jika ternyata tidak ada kelembagaan pekebun yang relevan untuk
disertifikasi ISPO maka dapat diputuskan untuk mendirikan
kelembagaan yang baru.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pendamping dalam
kegiatan identifikasi kelembagaan pekebun adalah sebagai berikut :

1) Menentukan desa-desa dan lokasi kebun yang akan didorong dalam



2)

sertifikasi ISPO.

Penentuan jumlah desa dan wilayah kebun sawit dapat didasarkan
pada data sekunder yang diperoleh dari dinas perkebunan setempat
atau instansi terkait lainnya, serta diperkuat dengan wawancara
pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam perkebunan sawit
rakyat. Hal ini untuk memberikan gambaran tentang jumlah produksi
sawit rakyat, sebaran kelapa sawit, progres Surat Tanda Daftar
Usaha Budidaya (STDB) dan juga kelompok-kelompok pekebun yang
telah ada di desa-desa tersebut.

Lokasi kebun yang dapat dijadikan prioritas sasaran untuk target
sertifikasi ISPO antara lain lokasi dengan kategori sebagai berikut:

a. Lokasi yang pekebunnya telah dilakukan pendataan dan
penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya
Perkebunan (STDB).

b. Lokasi kebun yang memperoleh dana Peremajaan Sawit
Rakyat (PSR).

c. Lokasi kebun yang memperoleh dana bantuan Sarana
Prasarana.

d. Lokasi kebun plasma atau mitra perusahaan perkebunan.

e. Lokasi kebun pekebun swadaya yang bermitra dengan
perusahaan kelapa sawit.

f. Lokasi kebun yang sudah terdaftar pada Sistem Informasi
Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN).

Jika dalam suatu wilayah belum terdapat lokasi dengan kategori
tersebut di atas, maka penentuan desa dan lokasi sawit yang akan
dijadikan target sertifikasi ISPO dapat diidentifikasi menggunakan
data sekunder lainnya seperti statistik luasan, jumlah pekebun,
produksi, atau gambaran situasi rantai pasok Tandan Buah Segar
(TBS) sawit pekebun di wilayah tersebut. Situasi rantai pasok dapat
digunakan untuk memproyeksikan pengembangan unit usaha yang
akan dikerjakan oleh kelompok pekebun yang akan didampingi ke
depan.

Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan
pihak terkait lainnya.

Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan daerah yang paling



3)

dekat dan paling mengetahui kondisi masyarakat dan situasi wilayah
kebun sawit rakyat di wilayah administrasi desa. Oleh karena itu,
setelah pendamping telah mendapatkan keputusan tentang wilayah
kebun yang akan didorong dalam sertifikasi ISPO, maka
pendamping melakukan pendekatan kepada pemerintah desa.
Pendekatan ini penting agar pendamping mendapatkan konfirmasi
atas data dan informasi tentang pekebun, organisasi pekebun,
produksi sawit, luasan kebun dan rantai pasok sawit rakyat di wilayah
desa tersebut. Selain pemerintah desa, pendamping juga dapat
melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait lainnya
sesuai kebutuhan seperti Badan Pendamping Masyarakat Desa,
Instansi yang melakukan pembinaan kepada koperasi, dan mitra
pembangunan yang bekerja di wilayah yang menjadi sasaran untuk
sertifikasi ISPO.

Jika data telah terkonfirmasi benar, maka pendamping selanjutnya
dapat menyampaikan maksud dan tujuan untuk pendampingan
kelembagaan pekebun kelapa sawit rakyat dalam sertifikasi ISPO.
Pengetahuan tentang sertifikasi ISPO pekebun juga perlu
disampaikan kepada perangkat dan tokoh-tokoh desa untuk
memastikan pemerintah desa dan tokoh-tokoh desa memahami dan
mengerti mengenai sertifikasi. Jika pemerintah desa mendukung
atas maksud dan tujuan pendampingan dan sertifikasi ISPO
pekebun, maka pendamping selanjutnya dapat melakukan
identifikasi kelembagaan pengelola kelapa sawit di wilayah tersebut.

Melakukan identifikasi kelembagaan pekebun yang akan disertifikasi
ISPO

Kegiatan identifikasi dimaksudkan untuk menemukan kelembagaan
pekebun yang sudah ada di wilayah tersebut. Kelembagaan
pekebun dapat berbentuk kelompok pekebun tingkat desa,
gabungan kelompok tani tingkat desa, asosiasi pekebun lintas desa,
koperasi pekebun, atau pun badan usaha milik desa. ldentifikasi
dilakukan dengan menggali data dan informasi melalui wawancara
dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, pengurus kelembagaan
pekebun, pihak kecamatan, dan beberapa pekebun kelapa sawit di
wilayah yang telah dipilih tersebut di atas.



4) Mengolah dan menganalisis hasil identifikasi kelembagaan pekebun.

Hasil temuan identifikasi kelembagaan pekebun kemudian diolah
dan dianalisis oleh pendamping untuk menentukan kesimpulan.
Berdasarkan hasil temuan tersebut, pendamping dapat menentukan
apakah akan menggunakan kelembagaan yang sudah ada ataukah
akan mendirikan kelembagaan baru untuk didorong sertifikasi ISPO
pekebun. Penentuan tersebut diputuskan dengan pertimbangan-
pertimbangan terkait efektifitas kelembagaan pekebun, efisiensi
waktu pendampingan, wilayah kelola (1 desa saja atau beberapa
desa), dan tingkat produktivitas kelapa sawit di wilayah desa-desa
tersebut.

Hasil temuan dan analisis yang disusun oleh pendamping,
selanjutnya dikonsultasikan kepada para pekebun dan perangkat
desa dalam forum musyawarah jika hanya 1 desa yang akan
didorong dalam sertifikasi ISPO. Namun jika terdapat beberapa desa
yang akan didorong, maka forum musyawarah dilaksanakan dengan
mengundang para pihakantar-desa. Forum musyawarah diperlukan
untuk mendapatkan keputusan tanpa paksaaan dalam menentukan
kelembagaan yang akan didorong sertifikasi ISPO. Pekebun-
pekebun sawit secara sukarela menentukan kelembagaan pekebun
yang nantinya sebagai pemegang sertifikat ISPO.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun komitmen sertifikasi
adalah sebagai berikut:

1) Pendamping mempersiapkan hasil temuan dan analisis identifikasi
kelembagaan pekebun untuk disampaikan kepada peserta
musyawarah.

Hasil dan analisa identifikasi sebaiknya disusun dalam bentuk tulisan
yang mudah dipahami oleh pekebun. Akan lebih baik jika setiap
peserta mendapatkan bahan tersebut agar proses musyawarah
dapat berjalan efektif mencapai kesepakatan dan komitmen untuk
sertifikasi ISPO pekebun. Hasil analisa tersebut sebaiknya telah
dibagikan kepada para pihak yang dipandang sebagai kunci atau
tokoh masyarakat sebelum acara dilaksanakan.



2)

3)

Pendamping  berkoordinasi dengan para pihak  untuk
mempersiapkan forum musyawarah.

Para pihak yang terlibat dalam musyawarah, antara lain: tenaga
pembina dan pendamping, penyuluh, ketua kelembagaan, kepala
desa, dan lain-lain. Hal teknis yang perlu disiapkan dalam
pelaksanaan forum musyawarah yaitu:

a. Penentuan lokasi dan waktu penyelenggaraan musyawarah

b. Peserta yang akan diundang sebagai tokoh kunci dan

perwakilan pekebun.

Pertimbangan aspek psikis para pekebun.

d. Tujuan musyawarah perlu disosialisasikan jauh sebelumnya
agar tidak timbul prasangka yang dipikirkan oleh para pekebun.
Terkait lahan dan kebun merupakan hal sensitif di tingkat petani.

o

Menyelenggarakan forum musyawarah.

Musyawarah pekebun sebaiknya di awali dengan penjelasan tujuan
dan hasil yang diharapkan, yang disampaikan oleh dinas
perkebunan setempat. Hasil dan analisis identifikasi kelembagaan
pekebun yang dilakukan oleh pendamping disampaikan kepada
peserta musyawarah sebagai bagian penting dari kegiatan ini.
Diskusi dan ruang partisipasi dibuka agar semua peserta
memperoleh kesempatan dan hak yang sama untuk menyampaikan
pendapatnya. Dalam forum musyawarah ini diharapkan dapat
memutuskan kelembagaan pekebun yang akan didorong sertifikasi
ISPOpekebun. Apakah akan menggunakan kelembagaan pekebun
yang telah ada atau akan membentuk kelembagaan pekebun yang
baru.

Hasil musyawarah didokumentasikan dalam bentuk berita acara
hasil musyawarah pekebun. Berita acara setidaknya memuat tempat
dan tanggal pelaksanaan, daftar peserta yang hadir, kesepakatan
kelembagaan yang dipilih, menunjuk orang atau timyang akan
menindaklanjuti, dan tanda tangan tokoh kunci atau perwakilan
pekebun. Berita acara ini menjadi dasar untuk ditindaklanjuti oleh
pendamping. Forum musyawarah, juga dapat dipergunakan sebagai
sarana untuk rekruitmen anggota kelembagaan. Selain itu, forum
juga dapat menunjuk orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan
rekruitmen anggota. Tokoh masyarakat dan aparat desa merupakan

11
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kunci potensial untuk membantu melakukan rekruitmen anggota.

Hasil identifikasi dan hasil musyawarah pekebun terdapat 2
kemungkinan yaitu :

1.

Tidak ditemukan kelembagaan pekebun yang relevan, sehingga
diperlukan upaya mendirikan kelembagaan baru; dan

Sudah ada kelembagaan pekebun, namun membutuhkan
penguatan kelembagaan.

Apabila hasil yang ditemui adalah opsi (1) maka langkah-langkah
yang dilakukan oleh pendamping untuk mendirikan kelembagaan
pekebun adalah sebagai berikut:

>

Bersama-sama dengan tim teknis yang ditunjuk dalam hasil
musyawarah pekebun melakukan pertemuan terbatas dengan
agenda persiapan pendirian kelembagaan pekebun.
Pendamping dan tim teknis mempersiapkan bentuk
kelembagaan (dapat berupa: kelompok pekebun, asosiasi
kelompok pekebun, koperasi, atau bentuk lainnya), draft
anggaran dasar, dan draft anggaran rumah tangga.

Pendamping dan tim teknis melakukan konsultasi ke aparat desa,
tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kunci dalam komunitas pekebun,
dan para pihak yang berkepentingan untuk menentukan susunan
kepengurusan kelembagaan dan susunan anggota
kelembagaan.

Apabila telah disepakati bentuk organisasi, anggaran dasar,
anggaran rumah tangga, dan Kkepengurusan organisasi,
selanjutnya pendamping dan tim teknis melakukan musyawarah
desa (atau antar desa) untuk mengesahkannya. Musyawarah
desa dapat mengundang pihak dinas perkebunan dan kepala-
kepaladesa dalam cakupan wilayah kebun. Hasil keputusan
musyawarah tersebut didokumentasikan dalam Berita Acara
Musyawarah.

Pendamping dan pengurus kelembagaan yang baru dibentuk,
mengurus legalitas kelembagaan pekebun. Instansi yang
menerbitkan legalitas bergantung pada bentuk kelembagaan.
Pendamping dapat berkonsultasi pada dinas perkebunan untuk
mendapatkan informasi yang akurat.



Apabila hasil identifikasi yang ditemui adalah opsi (2) maka langkah-
langkah yang dilakukan oleh pendamping untuk melakukan
penguatan kelembagaan pekebun adalah sebagai berikut:

>

Pendamping dan pengurus kelembagaan pekebun melakukan
pertemuan dengan agenda melakukan penyesuaian anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga. Penyesuaian yang dimaksud
adalah perubahan yang didasarkan pada kepentingan sertifikasi
kebun. Penyesuaian dapat dilakukan terhadap keanggotaan,
kepengurusan, ruang lingkup kegiatan, dan lain sebagainya
sesuai dengan kepentingan sertifikasi ISPO.

Pendamping dan pengurus kelembagaan pekebun mengurus
akta perubahan yang telah disepakati tersebut ke instansi yang
berwenang (notaris, dinas perkebunan, KemenkumHAM, dinas
koperasi, dan lain sebagainya) sesuai dengan legalitas yang
diwajibkan.

Pendamping dan pengurus melakukan sosialisasi legalitas
kelembagaan, perubahan anggaran dasar, dan perubahan
anggaran rumah tangga kepada anggota-anggota kelembagaan.
Langkah ini penting agar anggota kelembagaan dapat ikut
berpartisipasi dalam mengembangkan kelembagaan.

13
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[ll. SOSIALISASI SERTIFIKASI
INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)

Sertifikasi ISPO telah menjadi tonggak penting dalam upaya
memastikan keberlanjutan produksi kelapa sawit di Indonesia. Dengan
fokus utama pada aspek sosial, lingkungan,dan ekonomi, ISPO tidak
hanya mengatur standar produksi yang tinggi tetapi juga mendorong
transformasi positif dalam industri kelapa sawit nasional.

Sosialisasi ISPO menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua
pemangku kepentingan terlibat aktif dan memahami pentingnya
implementasi standar keberlanjutan ini. Melalui sosialisasi ini, para
pekebun di seluruh Indonesia diberikan pemahaman yang mendalam
tentang tujuan sertifikasi ISPO, persyaratan sertifikasi ISPO, proses
sertifikasilSPO, prinsip dan kriteria ISPO, serta pembiayaan ISPO yang
meliputi pembiayaan APBN/APBD, BPDPKS, Dana Bagi Hasil Sawit,
dan sumber pembiayaan lain yang sah.

Sosialisasi ISPO bukan hanya sekadar upaya untuk memenuhi
persyaratan peraturan pemerintah, tetapi juga merupakan langkah
strategis dalam menciptakan perubahan positif yang berkesinambungan
dalam industri kelapa sawit Indonesia. Dengan adanya kesadaran yang
lebih besar dan keterlibatan aktif dari semua pihak, ISPO mampu
menjadi landasan yang kokoh dalam membangun masa depan yang
berkelanjutan dan adil bagi industri kelapa sawit Indonesia.

Prinsip dan kriteria ISPO untuk pekebun diatur pada lampiran I
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020, mengatur tentang
prinsip, kriteria, dan indikator untuk sertifikasi pekebun. Standar ISPO
untuk pekebun memuat 5 prinsip yang harus dipenuhi yaitu: Kepatuhan
terhadap peraturan dan perundangan; Penerapan praktik perkebunan
yang baik; Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan
keanekaragaman hayati; Penerapan transparansi; dan Peningkatan
usaha secara berkelanjutan.

Kelompok sasaran dari sosialisasi sertifikasi ISPO meliputi pekebun,
penyuluh pertanian,tokoh masyarakat, perangkat desa, serta pihak-
pihak terkait lainnya. Pembiayaan untuk kegiatan sosialisasi ini dapat
diperoleh dari berbagai sumber dana termasuk APBN/APBD, BPDPKS,



Dana Bagi Hasil Sawit, serta sumber pembiayaan resmi lainnya. Namun,
harus diakui bahwa banyak unsur elemen masyarakat, termasuk
pekebun kelapa sawit, belum sepenuhnya mengetahui dan memahami
Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020. Oleh karena itu,
diperlukan sosialisasi yang komprehensif kepada semua pemangku
kepentingan terkait.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pendamping dalam fasilitasi

sosialisasi sertifikasi ISPO kepada pekebun adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan petugas pembina terkait kebutuhan
sosialisasi sertifikasi ISPO kepada pekebun.

2. Menyusun materi yang akan disampaikan saat sosialisasi sesuai
kebutuhan pekebundan menentukan narasumber yang mempunyai
kompetensi sesuai materi yang disusun, bersama petugas pembina.

3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengurus
kelembagaan pekebun, perangkat desa dan pihak terkait lainnya
perihal rencana sosialisasi.

4. Memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi sertifikasi ISPO
melibatkan petugas pembina, pengurus kelembagaan pekebun,
pekebun, perangkat desa atau pihak terkait lainnya di lokasi yang
akan disosialisasikan.

5. Memotivasi pekebun, pengurus kelembagaan pekebun, dan
perangkat desa untuk ikut serta dalam sosialisasi sertifikasi ISPO.
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Penyelenggaraan Sertifikas
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

A. Pelatihan Tim Sistem Kendali Internal
(Internal Control System/ICS)

B. Pelatihan Dalam Rangka Pembinaan
Oleh Pemerinta
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lembaga pelatihan untuk penyelenggaraan sertifikasi ISPO diatur
melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Bentuk pelatihan sertifikasi ISPO yang diselenggarakan oleh
Lembaga Pelatihan ISPO untuk sertifikasi ISPO Pekebun yaitu:

1. Pelatihan Tim Sistem Kendali Internal (Internal Control
System/ICS). Pelatihan dilaksanakan dengan metode :
1) Luring/daring/hybrid untuk penyampaian materi dengan
proporsi bobot 54%;dan
2) Luring untuk simulasi dan praktek lapang dengan proporsi
bobot 46%.

Tujuan pelatihan Tim Sistem Kendali Internal (Internal Control

System/ICS) :

1) Memahami peraturan dan mekanisme sertifikasi ISPO
Pekebun

2) Mampu memastikan pekebun menjalankan semua standar
operasional prosedur dan indikator ISPO pekebun

3) Mampu mengkomunikasikan dan membangun jejaring
dalam audit ISPO untuk Pekebun.

4) Mampu melakukan audit/penilaian kinerja internal sesuai
prinsip dan kriteria ISPO Pekebun.

5) Mampu menyiapkan dokumen berupa peraturan internal
kelompok dan prosedur internal sebagai bentuk pemenuhan
prinsip dan kriteria ISPO Pekebun.

Pelatihan Tim Sistem Kendali Internal (Internal Control
System/ICS) paling sedikit mengacu kepada kurikulum yang
telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal
Perkebunan  Nomor 116/Kpts/PP.140/10/2024 tentang
Pedoman Lembaga Konsultan dan Lembaga Pelatihan untuk
Penyelenggaraan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia (Indonesian Sustainable PalmOQOil/ISPO) dan/atau
perubahannya sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

2. Pelatihan Penyegaran (Refreshment Training)

Pelatihan penyegaran dilakukan oleh lembaga pelatihan ISPO
untuk personil TimSistem Kendali Internal (Internal Control
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tenaga pendamping, pengurus poktan, gapoktan, koperasi
atau kelembagaan pekebun lainnya, ASN dan masyarakat
sekitar kebun.

. Pelatihan Panen dan Pasca Panen

Pelatihan teknis ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan keterampilan terkait panen dan pasca
panen kepada para pekebun, keluargapekebun, penyuluh,
tenaga pendamping, pengurus poktan, gapoktan, koperasi
atau kelembagaan pekebun lainnya, ASN dan masyarakat
sekitar kebun.

. Pelatihan Pemahaman Prinsip dan Kriteria ISPO

Pelatihan teknis ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan keterampilan terkait ISPO kepada para
pekebun, keluarga pekebun,penyuluh, tenaga pendamping,
pengurus poktan, gapoktan, koperasi atau kelembagaan
pekebun lainnya, masyarakat sekitar kebun dan ASN.

. Pelatihan Informasi Pasar dan Promosi

Pelatihan teknis ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan keterampilan terkait informasi pasar dan
promosi kepada ASN (fungsional informasi pasar),
pengurus poktan, gapoktan, koperasi atau kelembagaan
pekebun lainnya, masyarakat sekitar kebun dan ASN.

. Pelatihan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkebunan

Kelapa Sawit

Pelatihan teknis ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan sarana
dan prasarana perkebunan kelapa sawit kepada pengurus
poktan, gapoktan, koperasi atau kelembagaan pekebun
lainnya, masyarakat sekitar kebun, penyuluh, tenaga
pendamping dan ASN.

. Pelatihan Teknik Pemetaan Lokasi Perkebunan Kelapa

Sawit

Pelatihan teknis ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan keterampilan terkait teknik pemetaan
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lembaga/instansi terkait dalam rangka kegiatan ISPO;

. Menyusun, mensosialisasikan, dan memastikan implementasi

dari SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi kerja terkait
pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO Pekebun kepada seluruh
anggota kelembagaan pekebun;

. Memastikan peningkatan kapasitas kepada seluruh anggota

dapat terlaksana secara reguler, seperti pelatihan dan
penyegaran materi-materi terkait sertifikasi.

. Melakukan pengelolaan catatan bersama dengan anggota

kelembagaan terkaitseluruh aktivitas pekebun dalam rangka
pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO,;

. Merencanakan jadwal audit internal dan audit eksternal;
. Mendampingi auditor saat dilakukan audit oleh Lembaga

Sertifikasi; (ICS)

. Melakukan audit internal;
. Mencatat hasil audit, memastikan seluruh ketidaksesuaian

yang timbul telah dilakukan tindakan perbaikan dan
memastikan seluruh  temuan ketidaksesuaian telah
selesai/ditutup

. Memberikan rekomendasi kepada ketua kelembagaan

pekebun terkait calon anggota yang layak masuk dalam ruang
lingkup sertifikasi ISPO,;

5.1.1 Struktur Dasar Tim Sistem Kendali Internal Skema ISPO

Struktur Tim Sistem Kendali Internal untuk skema
sertifikasi ISPO disesuaikan berdasarkan kebutuhan
kelembagaan pekebun, setidaknya terdiri dari beberapa
orang yang akan bertanggung jawab dalam bidang
legalitas dan perizinan, penerapan budidaya yang baik,
pengelolaan lingkungan hidup, penerapan transparansi,
peningkatan usaha secara berkelanjutan dan tim audit
internal.

Tim Sistem Kendali Internal terdiri dari ketua/manajer dan
anggota ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Pengurus Kelembagaan. Keanggotaan tim Sistem Kendali
Internal dapat berasal dari dalam maupun luar



kelembagaan pekebun.

5.1.2 Tugas dan Fungsi

1. Ketua Tim Sistem Kendali Internal bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa setiap anggota menerapkan
standar ISPO dan memiliki dokumentasi untuk
menunjukkan kepatuhan.

2. Bidang Legalitas dan Perizinan bertanggung jawab
untuk memastikan pemenuhan Prinsip 1: Kepatuhan
Terhadap Peraturan dan Perundangan, dengan tugas
antara lain:

a. Menginformasikan kepada anggota kelembagaan
pekebun terkait peraturan yang mengatur legalitas
lahan dan legalitas usaha yang harus dipenuhi

b. Mengidentifikasi ketersediaan dokumen legalitas
lahan dan legalitas usaha seluruh anggota
kelembagaan pekebun;

c. Mendorong dan membantu anggota
kelembagaan  pekebun untuk pemenuhan
persyaratan legalitas lahan dan legalitas usaha
Contoh:

e Mendorong pengurusan Sertifikat Hak Milik
(SHM) pekebun

e Membantu proses penerbitan STDB dan
SPPL

e Melakukan koordinasi dengan pihak terkait

3. Bidang penerapan budidaya kelapa sawit yang baik
bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan
Prinsip 2: Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik,
dengan tugas antara lain:

a. Menginformasikan kepada anggota kelembagaan
pekebun terkait pedoman penerapan budidaya
kelapa sawit yang baik.

b. Menyusun SOP/ Pedoman/ Petunjuk teknis/
Instruksi  kerja budidaya kelapa sawit di
kelembagaan pekebun, meliputi:
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1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Dokumen rencana kegiatan operasional pada
kelembagaan pekebun (mencakup kebutuhan
sarana produksi, perkiraan produksi, kegiatan
pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT,
panen, pengangkutan TBS, pemeliharaan
terasering, drainase, jalan produksi dan lain
sebagainya serta rencana peremajaan)
SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi kerja
pembukaan lahan tanpa bakar
SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi kerja
perbenihan

SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi kerja
penanaman sesuai dengan jenis lahan
kelembagaan pekebun (lahan mineral/
gambut)

SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi kerja
pemeliharaan tanaman
SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi kerja
pengamatan danpengendalian hama terpadu
SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi kerja
pemanenan kelapa sawit
SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi kerja
pengangkutanTBS

SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi
lainnya yang terkaitdengan budidaya kelapa
sawit

c. Memastikan penerapan SOP budidaya kelapa
sawit yang telah disusun, meliputi:

1)
2)
3)
4)

5)

Rekaman/dokumentasi pelaksanaan kegiatan
operasional pada kelembagaan pekebun
Rekaman/dokumentasi pembukaan lahan
tanpa bakar

Rekaman/dokumentasi perbenihan
Rekaman/dokumentasi penanaman sesuai
dengan jenis lahan kelembagaan pekebun
(lahan mineral/gambut)
Rekaman/dokumentasi pemeliharaan



tanaman

6) Rekaman/dokumentasi pengamatan dan
pengendalian hama terpadu

7) Rekaman/dokumentasi pemanenan kelapa
sawit

8) Rekaman/dokumentasi pengangkutan TBS

4. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup bertanggung
jawab untuk memastikan pemenuhan Prinsip 3:
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam
dan Keanekaragaman Hayati, dengan tugas antara lain:
a. Menginformasikan kepada anggota kelembagaan

pekebun terkait peraturan pengelolaan lingkungan
hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman
hayati.

b. Menyusun SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi
kerjapengelolaan lingkungan hidup, sumber daya
alam dan keanekaragaman hayati, meliputi:

1) SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi kerja
penanggulangandan pencegahan kebakaran

2) Rencana identifikasi dan  mekanisme
perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan
langka di lokasi kebun

c. Memastikan penerapan SOP/Pedoman/Petunjuk
teknis/Instruksi kerja pengelolaan lingkungan hidup,
sumber daya alam dan keanekaragaman hayati
yang telah disusun, meliputi:

1) Rekaman/dokumentasi penanggulangan dan
pencegahan kebakaran

2) Realisasi identifikasi dan  mekanisme
perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan
langka di lokasi kebun

5. Bidang penerapan transparansi bertanggung jawab
untuk memastikan pemenuhan Prinsip 4: Penerapan
Transparansi, dengan tugas antara lain:

a. Menginformasikan kepada anggota kelembagaan
pekebun terkait peraturan terkait penetapan harga
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TBS.
Menyusun SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi
kerja penerapan transparansi, meliputi:

1) SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi kerja
terkait akses terhadap informasi harga

2) SOP/Pedoman/Petunjuk teknis/Instruksi kerja
pelayanan informasi

Memastikan penerapan SOP/Pedoman/Petunjuk
teknis/Instruksi kerja penerapan transparansi yang
telah disusun, meliputi:

1) Rekaman/dokumentasi catatan harga dan
pembelian oleh perusahaan atau pabrik
pengolah TBS

2) Rekaman/dokumentasi pelayanan informasi

Melakukan negosiasi dengan pihak terkait dalam
menentukan kesepakatan harga.

6. Bidang Peningkatan Usaha secara berkelanjutan
bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan
Prinsip 5: Peningkatan Usaha Berkelanjutan, dengan
tugas antara lain:

a.

b.

Memandu mengidentifikasi hal-hal yang perlu
tindakan perbaikan
Menyusun rencana kerja tindakan perbaikan

7. Auditor Internal

a.
b.

Menyusun rencana audit

Mendiskusikan jadwal audit dengan pengurus
kelembagaan pekebun

Melakukan audit dokumen dan audit tinjauan
lapangan

Menyampaikan hasil audit, apakah ada temuan
atau tidak

Menyerahkan laporan audit kepada auditor
eksternal

Memantau dan memverifikasi tindakan perbaikan
apakah sudah layak diterima atau belum.

































VI. PENUTUP

Pedoman pembinaan dan pendampingan ISPO Pekebun merupakan
bentuk dukungan dalam upaya percepatan sertifikasi ISPO khususnya
ISPO pekebun. Diharapkan, dengan adanya panduan ini, seluruh pihak
yang terlibat dalam proses persiapan sertifikasi ISPO pekebun dapat
menerapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan sesuai dengan
kondisi pekebun. Pedoman ini bersifat dinamis dan memungkinkan akan
disesuaikan apabila terjadi perubahan regulasi atau acuan terkait
sertifikasi ISPO.
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Lainnya progres musyawarah yang berada didalam
untuk penyelesaian lokasi kebun
sengketa dan tersedia
peta lokasi sengketa
lahan

No Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Pekebun harus
bisa memastikan
bahwa lahan
perkebunan
bebas dari status
sengketa
dengan
masyarakat
disekitarnya atau
sengketa
lainnya.

(2) Tersedia peta lahan/
sketsa yang menjadi
sengketa.

(3) Tersedia laporan
proses penyelesaian
sengketa telah
dilaporkan ke instansi
terkait dan tanda
terimanya.

2. Mempunyai salinan
perjanjian yang telah
disepakati

Tersedia dokumen
kesepakatan terkait
laporan penyelesaian
sengketa termasuk
infomasi tentang batas-
batas kebun yang
disengketakan.

14 Legalitas Usaha | Surat Tanda Daftar (1) Untuk lahan < 25 ha
Perkebunan Usaha Perkebunan tersedia dokumen STD-
Untuk Budidaya (STD- B sesuai dengan lokasi
B). kebun.
(2) STD-B dikeluarkan
oleh instansi yang
berwenang, sesuai
peraturan perundangan
yang berlaku
15 Kewajiban 1. Memiliki izin (1) Tersedia dokumen
terkait 1zin lingkungan sesuai SPPL | SPPL yang diterbitkan
Lingkungan oleh intansi terkait

Kelompok tani
atau koperasi
Pekebun wajib
melaksanakan
persyaratan dan
wajib memiliki
Surat
Pengelolaan dan

(2) SPPL diterbitkan
oleh Instansi yang
berwenang

2. Memiliki catatan
pelaksanaan penerapan
SPPL

(1) Tersedia catatan
pelaksanaan penerapan
SPPL
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instruksi kerja cara
pembukaan lahan tanpa
bakar.

2.2 Pengelolaan 1. Memiliki dokumen Tersedia dokumen
Pekebun rencana kegiatan rencana kegiatan
operasional pekebun, operasional mencakup
kelompok tani dan/ atau | kebutuhan sarana
koperasi. produksi, perkiraan
produksi, kegiatan
pemeliharaan tanaman,
pengendalian OPT,
panen, pengangkutan
TBS, pemeliharaan
terasering, drainase,
jalan produksi dan lain
sebagainya serta
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier
rencana peremajaan
bila sudah diperlukan
2. Tersedia laporan Tersedia dokumen
kegiatan pekebun, laporan yang cukup
kelompok tani dan/ atau | lengkap kegiatan
koperasi. kelompok tani dan atau
koperasi.
2.3 Penerapan Teknis Budidaya dan Pengangkutan Kelapa Sawit
2.3.1 | Pembukaan Memiliki dan (1) Tersedia SOP
Lahan melaksanakan SOP dan | pembukaan lahan,

mengacu pada
Pedoman Teknis
Pembukaan Lahan
Tanpa Bakar,Ditjenbun
Kementerian Pertanian
dan pedoman dari
instansi lainnya.

(2) Tersedia
dokumentasi/ rekaman
kegiatan pembukaan
lahan tanpa membakar

(3) Tersedia rekaman
penanaman pada lahan
miring yang dapat
ditanami dengan
melakukan terasering.
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(5) Tersedia surat
keterangan penggunaan
benih dari Dinas yang
membidangi
Perkebunan/ Balai
Perbenihan dan Proteksi
Tanaman
Perkebunan/UPTD
Benih

2. Mempunyai catatan
asal benih.

Tersedia dokumen/
catatan perbenihan di
pekebun, kelompok tani
dan koperasi.

2.3.3

Penanaman
pada Lahan
Mineral
Pekebun
swadaya dalam
melakukan
penanaman
harus sesuai
baku teknis
dalam
mendukung
produktivitas
tanaman.

1. Memiliki dan
melaksanakan SOP
penanaman yang sesuai
Good Agriculture
Practise (GAP).

(1) Tersedia SOP
penanaman dengan
acuan GAP

No

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

(2) Tersedia SOP
pedoman teknis
penanaman harus
mencakup:

(i) realisasi luas areal
penanaman.

(ii) pengaturan jumlah
tanaman dan jarak
tanam sesuai dengan
kondisi lapangan dan
praktek budidaya
perkebunan yang baik.
(iil) pembuatan
terasering untuk lahan
miring.
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(5) Tersedia rekaman
pengaturan tinggi air
tanah antara 60 — 80 cm
dengan pembuatan tata
air kebun (saluran
cacing) untuk
menghambat emisi CO2
dari lahan gambut.

2.35

Pemeliharaan
Tanaman
Pemeliharaan
tanaman dalam
mendukung
produktivitas
tanaman.

1. Memiliki SOP dan
Instruksi Kerja
pemeliharaan tanaman

(1) Tersedia data
populasi tanaman
sesuai standar yang
ditetapkan dengan
melakukan sisipan.

(2) Tersedia rekaman
pemeliharaan piringan.

(3) Tersedia rekaman
pemeliharaan tanaman
penutup tanah (cover
crop) pada TBM.

(i) sanitasi kebun dan
penyiangan gulma;

(i) rekomendasi dan
realisasi pemupukan;
(i) laporan kegiatan
pemeliharaan tanaman

2. Memiliki catatan
mengenai pemupukan
tanaman dan
pelaksanaan
pemeliharaan tanaman.

Tersedia data jenis dan
jumlah pupuk pestisida
yang digunakan.

2.3.6

Pengendalian
Organisme
Pengganggu
Tumbuhan
(OPT)
Pekebun,
kelompok tani,
koperasi harus

1. Memiliki dan
melaksanakan Petunjuk
Teknis Pengamatan dan
Pengendalian Hama
Terpadu (PHT) /
Integrated Pest
Management (IPM)

(1) Tersedia SOP
Pedoman pengendalian
OPT yang menjamin
bahwa Pengendalian
OPT dilakukan dengan
pengendalian hama
terpadu/PHT, yaitu

No

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier
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buah berwarna
kemerahan.
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier
(i) Matang 1 (26% —
60% buah luar
membrondol) buah
berwarna merah
mengkilat.
(iii) Matang 2 (61% -
75% buah luar
membrondol) buah
berwarna orange.
2. Memiliki Tersedia rekaman
rekaman/catatan rencana pemanenan,
pelaksanaan catatan pemanenan,
pemanenan. hasil pemanenan.
2.3.8 | Pengangkutan Memiliki dan (1) Tersedia SOP alat
Buah melaksanakan petunjuk | transportasi serta
Pekebun teknis pengangkutan sarana pendukungnya.
memastikan TBS.
bahwa TBS yang (2) Tersedia SOP dan
dipanen harus rekaman buah harus
segera diangkut terjaga dari kerusakan,
ke tempat kontaminasi, kehilangan
pembeli untuk dan ketepatan waktu
menghindari sampai ditempat
kerusakan buah. pengolahan
(3) Tersedia rekaman
kualitas TBS tetap baik
walaupun ada jarak
kebun ke pabrik
pengolahan
3 | PENGELOLAAN 3.1 Pencegahan Melaksanakan (1) Dokumen
LINGKUNGAN dan pencegahan dan mekanisme
HIDUP, SUMBER Penanggulang- | penanggulangan /pedoman/SOP
DAYA ALAM, an Kebakaran kebakaran secara pencegahaan
DAN Pekebun harus bersama-sama dengan Penanggulangan
KEANEKARAGA melakukan penduduk sekitar dan kebakaran.
MAN HAYATI pencegahan dan | instansi terkait terdekat
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Kepada Instansi
Terkait Serta
Pemangku

4 | PENERAPAN 4.1 Penjualan dan 1. Memiliki informasi Tersedia infomasi harga
- TRANSPARANSI Kesepakatan harga TBS terkini TBS yang dijadikan
- Harga TBS berdasarkan penetapan | acuan oleh pekebun dari
TBS dijual harga yang ditetapkan Pemerintah.
kepada oleh Tim Penetapan
perusahaan Harga TBS untuk setiap
perkebunan tujuan penjualan
dengan harga
yang mengacu 2. Tersedia catatan (1) Tersedia catatan
pada penetapan | harga TBS dan realisasi | harga TBS dan realisasi
harga TBS pembelian oleh pembelian oleh pembeli,
kelapa sawit perusahaan/pabrik dan perusahaan dan pabrik
produksi tersedia sumber dan tersedia sumber
pekebun. informasi harga untuk informasi harga untuk
penetapan harga penetapan harga
pembelian TBS yang pembelian TBS yang
dipantau oleh pekebun, | dipantau oleh pekebun,
kelompok tani dan/atau | kelompok
koperasi secara rutin
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier
tani dan/atau koperasi
secara rutin.
(2) Tersedia dokumen
- - realisasi penjualan.
(3) Tersedia dokumen
perjanjian kerja sama
Kemitraan yang
ditandatangani kedua
pihak dan Kepala
Daerah
Kabupaten/Provinsi Cq
Kepala Dinas
Perkebunan.
4.2 Penyediaan 1. SOP pelayanan SOP dokumen
Data & informasi. pelayanan informasi
Informasi yang terdiri dari
Penyediaan penerimaan permintaan
Data dan informasi dan tindak
Informasi lanjut terdapat

permintaan informasi.
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Lampiran 2.

Kurikulum Pelatihan ISPO untuk Tim Sistem Kendali Internal
(Internal ControlSystem/ICS)*

No

Kurikulum

Silabus

Jam
Pelajaran
Latihan
(JPL)

Pengajar/Instansi

Kebijakan
Pembangunan
Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan

Perkembangan
pembangunan
kelapa sawit di
Indonesia
Kebijakan
pembangunan
kelapa sawit
Perkembangan
penerapan ISPO

2 Jam
Pelajaran

Direktorat
Jenderal
Perkebunan

Pengenalan Sistem
Kendali Internal/Internal
Control System (ICS)

Pembentukan struktur
Tim SistemKendali
Internal (Internal
Control System/ICS)
Tugas pokok dan
fungsi Tim Sistem
Kendali Internal
(Internal Control
System/ICS)
Pembentukan dan
Manajemen
kelembagaan
pekebun

Teknik Audit

2 Jam
Pelajaran

Lembaga
Pelatihan

Penyelenggaraan
Sertifikasi Kelapa Sawit
Berkelanjutanindonesia
(PERMENTAN 38
Tahun 2020)

Dasar aturan ISPO
Syarat dan tata cara
sertifikasi ISPO
Pekebun
Pembinaan dan
pengawasan

Biaya sertifikasi
ISPO Pekebun
Sanksi administratif

1 Jam
Pelajaran

Ditjen Perkebunan
atau BSN atau
Lembaga Pelatihan
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Jam

serta Penyediaan Data
dan Informasi
Dokumen Penerapan
Kriteriadan Indikator
padaPrinsip 4 ISPO
Pekebun

. Pelajaran . :
No Kurikulum Silabus Latijhan Pengajar/Instansi
(JPL)
. Penggunaan logo ISPO
4 Prinsip 1: ISPO Legalitas lahan bagi 2 Jam Lembaga
Pekebun Pekebun Pelajaran Pelatihan
Kepatuhan Terhadap Surat Tanda Daftar
Peraturan Perundang- Budidaya (STDB)
Undangan Surat Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan (SPPL)
Dokumen Penerapan
Kriteriadan Indikator
padaPrinsip 1 ISPO
Pekebun
5. Prinsip 2: ISPO SOP Budidaya 1Jam Lembaga
Pekebun Penerapan Tanaman Kelapa Pelajaran Pelatihan
Praktek Sawit
Perkebunan yang Baik Dokumen Penerapan
Kriteriadan Indikator
padaPrinsip 2 ISPO
Pekebun
6. Prinsip 3: ISPO Pencegahan dan 2 Jam Lembaga Pelatihan
Pekebun Pengelolaan Penanggulangan Pelajaran atau Ditjen Perkebunan
Lingkungan Hidup, Kebakaran atauKementerian
Sumber Daya Alam, Pelestarian Lingkungan Hidup dan
dan Keanekaragaman Keanekaragaman Kehutanan
Hayati Hayati
7. Prinsip 4: ISPO Penetapan Harga 2 Jam Lembaga Pelatihan
Pekebun TBS Pelajaran atauDinas yang
Penerapan SOP Penjualan dan Membidangi
Transparansi Kesepakatan Harga Perkebunan

57




Jam

. : Pelajaran | Pengajar/

N Kurikulum il ; .

° Uiy Sllelse Latihan Instansi
(JPL)

8. Prinsip 5: ISPO Pekebun Mekanisme Menyusun 1Jam Lembaga
Peningkatan Usaha RencanaPeningkatan Pelajaran Pelatihan
Secara Berkelanjutan Produksi Kelapa Sawit

Berkelanjutan
Dokumen Penerapan
Kriteriadan Indikator
padaPrinsip 5 ISPO
Pekebun

9. Praktek Lapang Teknik Audit 10 Jam Lembaga
Simulasi Kendali Pelajaran Pelatihan
Internal

10 | Evaluasi pelatihan Evaluasi awal 1 Jam Lembaga
Evaluasi akhir Pelajaran Pelatihan

Total Jam Pelajaran

24 Jam Pelajaran =

3 hari
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5 Global Inspeksi LSISPO- Foresta Business (021) 50560008/ 5/10/2022 -
Sertifikasi 005-IDN Loft 2 giscertquality@gmail. 4/10/2027
Unit 29, com
JI. BSD Raya
Utama, Kab.
Tangerang,
Banten
Nama No. . Masa Berlaku
No Lembaga |Akreditasi AETIEY U2 Akreditasi
6 Bureau Veritas LSISPO- Menara Bidakara 2, (021) 29069411/ 28/11/2022 -
Indonesia 006-IDN 11th - Certification.contact@ 27/11/2027
12th Floor bureauveri
JI. Jend. Gatot tas.com
Subroto
Kav.71-73, Jakarta
Selatan, DKI
Jakarta
7 SGS Indonesia LSISPO- Cilandak (021) 29780600/ 28/12/2022 -
007-IDN Commercial yudi.utomo@sgs.com 27112/2027
Estate The Garden
Center
2nd Floor,
JI. Raya Cilandak
KKO,
Jakarta Selatan,
DKI
Jakarta
8 SUCOFINDO LSISPO- Graha Sucofindo Lt. 021) 7983666/ 5/10/2022 -
008-IDN B1, tmardiana@sucofindo 4/10/2027
JI. Raya Pasar .co.id
Minggu Kav.
34, Jakarta Selatan,
DKI
Jakarta
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13 SAl Global LSISPO- Graha (021) 7206186/ 16/3/2022 -
Indonesia 013-IDN Iskandarsyah Lt. 4 ria.gloria@saiglobal.c 15/3/2027
JI. Iskandarsyah om
Raya No.
66C Melawai,
Kebayoran
Baru, Jakarta
Selatan, DKI
Jakarta
14 PT Acube TIC LSISPO- JI. Daan Mogot (021) 34830789/ 28/12/2022 -
International 014-IDN Raya No. admin@ajaindones 27112/202
119, Komplek Ruko ja.com
Aldiron
Blok A 17-18, Duri
Kepa,
Kebon Jeruk,
Jakarta
Barat, DKI Jakarta
15 PT Intertek LSISPO- Beltway Office (021) 78830151/ 24/10/2022 -
Utama 015-IDN Park, A aryati.larasati@inte 23/10/2027
Services Building, 2nd floor rtek.com
JI. Ampera Raya
No. 9-10,
Jakarta Selatan,
DKI
Jakarta
Nama No. : Masa Berlaku
No Lembaga | Akreditasi Alamat Telp/Emalil Akreditasi
16 PT PCU LSISPO- Gedung AD (021) 22708984/ 28/11/2022 -
Indonesia 016-IDN Premier Lt. 8 jakartacertification 27/11/2027
Unit 5-6, JI. T.B. @controlunion
Simatupang No. 5, .com
Ragunan, Jakarta
Selatan,
DKI Jakarta
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No Nama No. Akreditasi Alamat Telp/Email
Lembaga
8 PT REI Sistem 143/Kpts/OT.050/E/06/20 Legenda Wisata Ruko (021) 29219412/
Indonesia 22 Newton Square Blok U- rei.services.indonesia@
Group 17 gmail. com
No. 18, JI. Alternatif
Cibubur, Desa/Kelurahan
Nagrak, Kec Gunung
Putri,
Kab. Bogor, Provinsi
Jawa Barat
9 PT TUV 142/Kpts/OT.050/E/06/20 Menara Karya 10th (021) 3970 4579/
Rheinland 22 Floor jakarta@idn.tuv.com
Indonesia JI. H.R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950
10 PT Titian 46/Kpts/HM.230/03/ Ji. Kencana Ruko Green +62 812-1488-6476/
Karsa Mandiri 2024 Avenue Blok Dd2 No. info.titiankarsamandiri@
lob, gmail. com
Kel. Sukadamai, Kec.
Tanah Sareal,
Kota Bogor, Provinsi
Jawa Barat
11 PT Trifos 44/Kpts/HM.230/03/ Ji. Anthurium Nomor 1 (0274) 2874129/
Internasional 2024 Dusun Sanjarsari Rt. 005 info@tricindonesia.com
Sertifikasi Rw 012, Desa/Kelurhan
Sukoharjo, Kecamatan
Ngaglik, Kabupaten
Sleman, Provinsi 0.1.
Yogyakarta
12 PT Ersalifan 6/Kpts.PP.140/E/01/ JI. Ratu Dibalau Gg. +62812-7937-490/
Mutualisma 2025 Cempaka i, emc.lampung@gmail.com
Consulting Desa Way Kandis,
Kecamatan Tanjung
Senang,
Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung
13 PT Senarai 15/Kpts.PP.140/E/02/ JI. Nyiur 9 Blok Ae +62821-1417-
Quantum 2025 12 No. 11, Kec. 2317/senaraigqu
Indonesia Duren Sawit, Kota antumindonesia
Adm. Jakarta @gmail.com
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Timur, Dki Jakarta
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